BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam

uraian sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian, sebagai berikut:
1. Keberadaan Tanah Ulayat tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang dalam
Hak Tanggungan, sebab tidak memenuhi berbagai persyaratan dari Hak

Tanggungan, yaitu:

a. Pasal 11 Ayat (1) huruf d, mengenai nilai tanggungan, sebab tidak dapat
dinilai dengan uang;

b. Pasal 13 mengenai pendaftaran Hak Tanggungan, sebab pemberian Hak
Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak dapat dilakukan dikarenakan
dalam proses pemberian Hak Tanggungan tidak dapat memenubhi syarat,
sehingga tidak dapat masuk ke dalam tahap Pendaftaran Hak
Tanggungan;

c. Penjelasan umum angka 5 yang mana menurut sifatnya dapat
dipindahtangankan, sebab dalam Hukum Adat mengenal larangan
pengasingan tanah, Tanah Ulayat bersifat publik, sementara pengalihan
dari tanah hanya dapat dilakukan terhadap tanah yang bersifat privat,
dan untuk dapat dialihkan Hak Tanggungan tersebut harus didaftarkan,
sementara pendaftaran Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak
dapat dilakukan;

d. Pasal 4 yang menentukan syarat dari penunjukan dari peraturan
perundang-undangan, sebab dengan Hukum Jaminan bersifat tertutup,
sehingga tidak dapat diadakan oleh para pihak secara bebas, dalam hal
ini juga berlaku dalam Hak Tanggungan, sehingga salah satu akibat dari

sifat tertutup Hak Tanggungan adalah para pihak hanya dapat

141



membebankan Hak Tanggungan terhadap tanah-tanah  yang
diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Pasal 11 Ayat (1) yang mengisyaratkan mengenai penentuan syarat
spesialitas dari Hak Tanggungan, sebab Hak Tanggungan terhadap
Tanah Ulayat tidak memenuhi persyaratan mengenai nilai tanggungan,
sehingga syarat spesialitas tidak terpenuhi dalam hal ini;

f. Pasal 10 Ayat (2) UUHT, yang mengisyaratkan pemberian Hak
Tanggungan dilakukan dalam bentuk akta otentik, tidak terpenuhi sebab
akta otentik (dalam hal ini APHT) telah memenuhi ketentuan-ketentuan
yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun
pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat tidak memenuhi
persyaratan tersebut, yaitu syarat dapat dinilai dengan uang.

Dengan adanya Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap Tanah Ulayat dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat adat sendiri, dikarenakan
adanya pembebanan Hak Tanggungan terhadap Tanah Ulayat, maka masyarakat
hukum adat dapat kehilangan penguasaan atas Tanah Ulayatnya. Akibat
kehilangan penguasaan atas tanah, selanjutnya masyarakat hukum adat tidak
memenuhi Kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
seperti pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat, Pasal 2 Ayat (3) huruf a yang mengisyaratkan wilayah teritorial
Masyarakat Hukum Adat. Dengan adanya kriteria tersebut, maka terjadi pula
kondisi di mana masyarakat hukum adat kehilangan hak-hak tradisional atau
hak-hak khususnya.

. Pemberian Kredit oleh PT Bank BRI melalui KUPEDES yang berdasarkan SE
Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES tidak menyebabkan
penjaminan Tanah Ulayat sebab pertama, tujuan dari KUPEDES tersebut
diarahkan kepada pengembangan bisnis, bukan pada upaya pemanfaatan Tanah

Ulayat sebagai objek jaminan. Kedua, KUPEDES tersebut diarahkan kepada
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orang perseorangan. Dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya
bukan orang perorangan karena, masyarakat hukum adat adalah kesatuan hukum
yang pada dasarnya bukan orang perorangan, sehingga KUPEDES tersebut tidak
mencakup subjek Masyarakat Hukum Adat. Ketiga, objek yang terdapat dalam
KUPEDES tersebut tidaklah ditujukan kepada Tanah Ulayat, melainkan
ditujukan kepada Tanah Hak Milik berdasarkan Hukum Adat. Keempat masih
terdapat ketentuan SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 TENTANG KUPEDES
yang bertentangan dengan hukum positif, diantaranya UUHT. Berdasarkan
uraian ini pula terlihat bahwa SE Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang
KUPEDES tidaklah menyebabkan Tanah Ulayat dapat menjadi objek jaminan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam

uraian sebelumnya, maka dapat diajukan saran penelitian, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk membuat
undang-undang yang menguatkan kedudukan Tanah Ulayat dan
perlindungan terhadap Tanah Ulayat dan Masyarakat Hukum Adat. Dengan
demikian, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum
Adat dan Tanah Ulayat dapat terjamin, serta dapat menguatkan keutuhan
Bangsa Indonesia.

2. Disarankan kepada Badan Pertanahan untuk semakin gencar dalam
melakukan penatausahaan Tanah Ulayat yang meliputi pengukuran,
pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah, serta memberikan pendidikan
khusus kepada Masyarakat Hukum Adat agar mau Tanah Ulayatnya dicatat
dalam daftar tanah, dengan demikian dapat mewujudkan perlindungan dan
pengakuan atas Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat, serta dengan
diperoleh pencatatan Tanah Ulayat tersebut dalam daftar tanah, sehingga

eksistensi Masyarakat Hukum Adat tetap ada;
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3. Disarankan kepada Kepala Adat dan tokoh-tokoh Adat agar sesegera
mungkin mengajukan Tanah Ulayatnya untuk dilakukan penatausahaan
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat, sehingga dapat diperoleh pencatatan Tanah Ulayat tersebut
dalam daftar tanah yang berujung pada perlindungan dari Negara terhadap
Tanah Ulayat tersebut, serta tidak menjaminkan Tanah Ulayatnya
berdasarkan jaminan yang melanggar Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat;

4. Disarankan kepada Masyarakat Hukum Adat mendukung Kepala Adat dan
tokoh-tokoh Adat untuk melakukan penatausahaan berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga
dapat diperoleh pencatatan Tanah Ulayat tersebut dalam daftar tanah yang
berujung pada perlindungan dari Negara terhadap Tanah Ulayat tersebut,
serta tidak menjaminkan Tanah Ulayatnya berdasarkan jaminan yang
melanggar Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat;

5. Disarankan kepada pihak Bank BRI untuk memperbaiki SE Nose: S.09-
DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES, dengan cara menghilangkan
“kepemilikan tanah hak adat lainnya”, sebab frasa tersebut dapat
menimbulkan suatu penafsiran bahwa Tanah Ulayat dapat dijaminkan
berdasarkan Surat Edaran, yang dapat menyebabkan hilangnya hak dari
Masyarakat Hukum Adat terhadap Tanah Ulayatnya dan selanjutnya
berakibat terhadap hilangnya eksistensi Masyarakat Hukum Adat;

6. Disarankan kepada pihak Bank BRI untuk memperbaiki berbagai ketentuan
berkaitan dengan pemberian kredit dengan jaminan tanah tanpa melalui
tahap akta otentik, sebab kedudukan kreditur sebagai kreditur separatis

dapat terancam dengan adanya hal tersebut.
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